
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.570, 2017 KEMENKEU. Keberatan di Bidang Kepabeanan 

dan Cukai. Pencabutan.  
 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

        NOMOR  51/PMK.04/2017 

TENTANG 

KEBERATAN DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  

 

 

Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai keberatan di bidang 

kepabeanan dan cukai telah diatur dalam Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.04/2010 tentang 

Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 114/PMK.04/2008 tentang Keberatan 

di Bidang Cukai; 

b. bahwa untuk menjamin terciptanya kepastian hukum 

dan rasa keadilan bagi pengguna jasa di bidang 

kepabeanan dan cukai, perlu mengatur kembali 

ketentuan mengenai keberatan di bidang kepabeanan 

dan cukai; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk 

melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (6), Pasal 93A 

ayat (8), dan Pasal 94 ayat (6) Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 1995 tentang Kepabeanan, ketentuan Pasal 41 

ayat (8) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang 
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Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, dan 

ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 

55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar terhadap 

Barang Ekspor, perlu menetapkan Peraturan Menteri 

Keuangan tentang Keberatan di Bidang Kepabeanan dan 

Cukai; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang 

Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661); 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 

Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 

tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4755); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang 

Pengenaan Bea Keluar terhadap Barang Ekspor 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4886); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG KEBERATAN 

DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 1995 tentang Kepabeanan. 

2. Undang-Undang Cukai adalah Undang-Undang       

Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 1995 tentang Cukai. 

3. Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang 

selanjutnya disebut Kantor Bea dan Cukai adalah Kantor 

Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor 

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai. 

4. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah pada Direktorat 

Jenderal Bea dan Cukai. 

5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan 

Cukai. 

6. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat 

Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan 

tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu 

berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-

Undang Cukai. 

7. Orang adalah orang pribadi atau badan hukum. 

 

Pasal 2 

(1) Orang dapat mengajukan keberatan kepada Direktur 

Jenderal atas penetapan yang dilakukan oleh Pejabat Bea 

dan Cukai mengenai: 

a. tarif dan/atau nilai pabean untuk penghitungan bea 

masuk yang mengakibatkan kekurangan pembayaran; 
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b. selain tarif dan/atau nilai pabean untuk 

penghitungan bea masuk;  

c. pengenaan sanksi administrasi berupa denda; atau 

d. pengenaan bea keluar. 

(2) Penetapan yang dapat diajukan keberatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan penetapan di 

bidang kepabeanan antara lain berupa:  

a. Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean 

(SPTNP); 

b. Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, 

dan/atau Pajak (SPPBMCP) atas impor barang 

kiriman; atau 

c. Surat Penetapan Pabean (SPP). 

(3) Penetapan yang dapat diajukan keberatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penetapan 

di bidang kepabeanan antara lain berupa: 

a. Surat Penetapan Pabean (SPP); atau 

b. Surat Penetapan Barang Larangan dan Pembatasan 

(SPBL). 

(4) Penetapan yang dapat diajukan keberatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa Surat Penetapan 

Sanksi Administrasi (SPSA). 

(5) Penetapan yang dapat diajukan keberatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa Surat Penetapan 

Perhitungan Bea Keluar (SPPBK). 

 

Pasal 3 

(1) Orang dapat mengajukan keberatan kepada Direktur 

Jenderal atas penetapan yang dilakukan oleh Pejabat Bea 

dan Cukai yang mengakibatkan: 

a. kekurangan cukai; dan/atau 

b. pengenaan sanksi administrasi berupa denda. 

(2) Penetapan oleh Pejabat Bea dan Cukai yang 

mengakibatkan kekurangan cukai dan/atau pengenaan 

sanksi administrasi berupa denda sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) berupa surat tagihan di bidang 

cukai (STCK-1). 
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BAB II 

PENGAJUAN KEBERATAN 

 

Bagian Kesatu 

Persyaratan Pengajuan Keberatan 

 

Pasal 4 

(1) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) 

atau Pasal 3 ayat (1) harus diajukan kepada Direktur 

Jenderal secara tertulis dengan surat keberatan yang 

menggunakan format sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran Huruf A yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

(2) Terhadap 1 (satu) penetapan hanya dapat diajukan          

1 (satu) kali keberatan dalam 1 (satu) pengajuan surat 

keberatan. 

(3) Surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia; 

b. diajukan dengan menyebutkan alasan keberatan; 

c. ditandatangani oleh Orang yang berhak yaitu: 

1. orang pribadi; atau 

2. orang yang namanya tercantum dalam akta 

perusahaan, dalam hal diajukan oleh badan 

hukum; 

d. dilampiri bukti penerimaan jaminan atau bukti 

pelunasan sebesar tagihan yang harus dibayar;  

e. dilampiri fotokopi penetapan Pejabat Bea dan Cukai 

yang diajukan keberatan; dan 

f. dilampiri surat kuasa khusus, dalam hal 

ditandatangani oleh bukan Orang yang berhak 

sebagaimana dimaksud pada huruf c. 

(4) Surat keberatan disampaikan secara langsung melalui: 

a. Kantor Bea dan Cukai yang menerbitkan penetapan 

atau tempat diselesaikannya kewajiban kepabeanan; 

atau 
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